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ABSTRACT

The backgroun of this research is aimed to respond to the urgent need
(urgency) of reformingthe Indonesian criminal law. There is an urgent need to reform
the Indonesian criminal law in accordance with the Indonesian nation’slegal
philosophy basis, the staatsfundamentalnorm, namely Pancasila as the highest
philosophy of law. The principle, the Pancasilashould inspire the rule of mens rea, the
criminal law that adhered, the principle of geen straf zonder schult and mens rea as
rules of criminal law. This understanding of Indonesian criminal law may be used to
reform the detrimental criminal justice system (CJS). There has been old idea
preventing all of the criminal acts of minors to be convicted based on restorative
justice.

Two legal issues to be explored in this research. The legal issues are: 1.
Urgency of mens rea as legal rules to function as the legal basis in the Child Criminal
Justice System. 2. The concept of legal rules for mens rea as the justification of
diversion in the Child Criminal Justice System based on the legal idea of restoratie
justice.

The method used by this legal research to pursue it objectives are normative
legal research. Using all the approaches in the legal research, particularly statutory
and case law approach.

With the urgency of the need to reform criminal law above, this study found
that the principle of geen straf zonder schult can be given a new meaning in
accordance with the essential meaning of mens rea, namely the possibility of strict
liability and vicarious liability. Mens rea can be viewed as a genus; both the genus of
the criminal justice system (SPP) and the juvenile justice system (SPPA) and
the genus of the strict and the vicarious liability rules.

Keywords : Mens Rea, Child Convicted, Diversion, Restorative Justice



RINGKASAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak berhak mendapatkan
perlindungan , terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan untuk menjaga
harkat dan martabatnya. Indoneisa sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak
yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban
untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum. Perlu adanya perubahan paradigma dalam menanganai anak yang berhadapan
dengan hukum, yang didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan
lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab utnuk
meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada
anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap
anak maka setiap perkara yang melibatkan anak, sebelum masuk proses peradilan,
para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses
penyelesaian diluar pengadilan melalui diversi berdasarkan pendekatan keadialn
restoratif. Diversi, sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No.11 Tahun 2012
dilaksanakan dalam hal anak melakukan tindak pidana yang memenuhi dua
kualifikasi yuridis. Kualifikasi yang pertama, yaitu apabila tindak pidana yang
dilakuakn oleh anak diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun. Kualifikasi
yang kedua, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan
pengulangan tindak pidana. Upaya diversi wajib dilakukan sejak perkara masih berada
ditingkat penyidikan sampai dengan perkara memasuki tingakat penuntutan maupun
ketika perkara itu memasuki pemerikasaan oleh hakim dipengadilan.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk
bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Isu hukum dalam penelitian
disertasi ini adalah berkaitan dengan urgensi pengaturan mens rea sebagai dasar
diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan konsep pengaturan mens rea sebagai
dasar diversi dalam sistem peradialn pidana anak berbasis keadilan restoratif

Landasan teori yang dipergunakan adalah teori tujuan pemidanaan,toeri
keadilan restoratif,teori sistem peradila pidana dan teori pertanggungjawaban pidana.
Pendekatan masalah yang digunakan dalalm disertasi ini adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan (status approach), pendekatan konseptual (conseptual
approuch),pendekatan filosofis (philosofichal approuch) dan pendekatan kasus (case
approuch).

Alasan yang mendasar bagi pembuat undang-undang untuk  mengatur
penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana
dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu persoalan pertanggungjawaban
pidana. Asas ini dikenal dalam hukum pidana Indonesia dalam ungkapan tiada pidana
tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) atau mens rea.



Hakim nampaknya telah membetuk suatu pemahaman yuridis melalui penemuan
hukum (rechtsvinding), melalui putusannya, bahwa semua jenis perkara yang
melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, baik itu yang ancaman pidananya di
bawah tujuh tahun, maupun yang ancaman pidana di atas tujuh tahun, termasuk
perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana pengulangan (recidive) atau tidak
merupakan recidive; adalah berbasis kepada mens rea; yaitu ada atau tidak ada mens
rea, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, wajib untuk menyelesaikan
perkaranya dengan menempuh diversi.

Urgensi mens rea menjadi dasar dari diversi dan juga dasar dari keadilan restoratif
adalah untuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sudah sangat tua. Dalam
geen straf zonder schuld orang hanya dapat dipidana apabila ditemukan kesalahan
dari orang tersebut. Kesulitan yang ada, yaitu bahwa dalam filsafat hukum pidana
Indonesia yang sudah sangat tua, kesalahan (schuld) itu ada di dalam batin orang.
Urgensi mens rea adalah untuk menggeser kesalahan yang dalam geen straf zonder
schult hanya terdapat di dalam batin dan psikologis menjadi kesalahan yang bersifat
obyektif dan yuridis normatif. Dimaksudkan dengan kesalahan yang bersifat obyektif,
yaitu schlud yang terlihat dalam perbuatan nyata subyek hukum atau peristiwa konkret
dari pelaku tindak pidana, yang menjadi perbuatan hukum karena bertentangan
dengan rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
berada di luar batin dari pelaku tindak pidana.

Pengaturan secara tegas mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam
penanganan anak dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang melakukan
tindak pidana. Anak yang melakuakn tindak pidana diharapkan dapat kembali
kedalam lingkungan sosial secara wajar. Diperlukan peran serta semua pihak dalam
menyelesaikan tindak pidana anak sehingga tercipta keadilan restoratif baik anak
pelaku tindak pidana maupun bagi korban.

Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan cara mencari
solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak
berdasarkan pada pembalasan. Oleh karena itu, konsepnya terhadap anak yang
melakukan tindak pidana harus didiversi tanpa ada pengecualian sebagaimana
disebutkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2011 dengan memeperhatikan
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang merupakan hak asasi yang
paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan
orang tua.

Substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain membangun
partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat suatu peristiwa
atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai
“stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan
penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions). Terhadap
kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka prinsip keadilan restoratif
setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (zo restore)
perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak,
korban dan lingkungannya, yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan
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rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang
dewasa.

Urgensi Pengaturan mens rea sebagai dasar dari diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak adalah berdasarkan tiga alasan , yaitu alasan yuridis, alasan teoritis dan
alasan filosofis. Alasan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3)
UU SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif dan wajib diupayakan Diversi. Alasan teoritis, di mana prinsip
keadilan restoratif menitikberatkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, termasuk dalam tindak pidana
yang dilakukan oleh anak. Alasan filosofis adalah anak merupakan amanah dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya. Oleh karena itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak
mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem
peradilan anak dengan menggunakan mens rea sebagai dasar dari diversi, pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan
pidana dalam UU SPPA.

Konsep Pengaturan mens rea sebagai dasar dari diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak berbasis keadilan restoratif adalah menjadikan mens rea atau geen straf
zonder schuld sebagai dasar dilakukan upaya diversi dengan menggunakan basis
pendekatan keadilan restoratif. Terhadap semua anak sebagai pelaku tindak pidana
wajib untuk dilakukan diversi tanpa adanya syarat atau kualifikasi yuridis, mengingat
anak sebagai pelaku tindak pidana juga layak dipertimbangkan masa depannya.
Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula .

Hasil penelitian dari disertasi ini menyarankan  kepada Lembaga Legislatif
untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU
SPPA terkait dengan upaya penyelesaian perkara anak melalui diversi dengan
mendasarkan pada konsep men rea atau geen straf zonder schuld dalam konteks
pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana anak.

Disarankan juga kepada Lembaga Legislatif untuk melakukan revisi dan
perubahan UU SPPA dengan menjadikan konsep mens rea atau geen straf zonder
schuld sebagai dasar diversi dalam SPPA berbasis keadilan restoratif, mulai tingkat
penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan sidang pengadilan anak (putusan
pengadilan) dengan menitikberatkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula.
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